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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar BelakangManusia merupakan makhluk sosial yang senantiasamembutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhanhidupnya. Manusia juga makhluk yang lemah, dia tidak mampumemenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, dengan demikian manusiaakan saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti halnya dalambermuamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusiadalam masalah bisnis dan perdagangan (Rozalinda, 2005:7).Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang sangatbanyak, berbagai macam bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia.Seperti akad-akad muamalah yaitu Mudharabah, Mutsaqah, Syirkah.Akad-akad tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan olehmanusia. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan manusia adalah
syirkah. Syirkah merupakan percampuran antara sesuatu dengan yanglainnya sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentukkerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang dalam hukumpositif disebut dengan perserikatan dagang.

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campuratau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorangmencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidakmungkin untuk dibedakan. Menurut ulama Malikiyah syirkah adalahsuatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yangbekerja sama terhadap harta mereka. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilahmengatakan syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang ataulebih pada sesuatu yang mereka sepakati sedangkan menurut ulamaHanafiyah syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yangbekerja sama modal dan keuntungan (Haroen, 2007:165-166).
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Berdasarkan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami yangdimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebihdalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama(Suhendi, 2011:127).Berdasarkan pendapat ulama di atas, akad syirkah dibolehkan,sesuai dengan firman Allah dalam surah QS Shad ayat 24 yang berbuyi :
             

    
Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itusebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amalsaleh dan amat sedikit mereka ini”(QS Shad, :24) (RI 2007).Maksud dari ayat di atas, bahwa Allah SWT melarang umatnyauntuk berbuat zalim dalam sebuah kerja sama. Oleh karena itu, Allahmenyuruh umatnya bertanggung jawab atas harta serikat para pihakyang bekerja sama. Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabdaRasulullah SAW yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah HadisQudsi Rasulullah SAW mengatakan :

Artinya: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antaradua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidakmelakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika sesorangmelakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dariperserikatan antara dua orang itu.  ( Hadis Riwayat Abu Daud).
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Agama Islam memberikan petunjuk setiap melakukan transaksiagar tidak ada pihak  yang merasa dirugikan ataupun merasa dizalimi.Untuk itu Islam memberikan peraturan-peraturan yang mengikat danmembatasi keinginan manusia dalam bermuamalah supaya dalammelakukan muamalah tidak menempuh cara yang dimurkai Allah dantidak pula merugikan orang lain serta rukun dan syaratnya harus jelassehingga akad yang dilakukan tidak menjadi fasid (Ghazaly, 2010:127).Adapun rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika
syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun
syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab danqabul. Adapun menurut jumhur ulama rukun syirkah meliputi dua orangyang berserikat, sighat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupunkerja. Sementara itu syarat-syarat kerja sama yang mesti dipenuhiadalah sebagai berikut :1. yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan2. Pembagian keuntungan harus jelas3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secarakeseluruhan (Muslich, 2010:353).Adapun syarat syirkah menurut ulama Hanafiyah terbagi menjaditiga bagian:1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta,maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat : pertama,berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yangdapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengankeuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh keduabelah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
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2. Syarat yang terkait dengan harta. Dalam hal ini ada syarat-syarat yangharus dipenuhi yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad
syirkah dari alat pembayaran yang sah. Kedua adanya pokok harta(modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.3. Syarat yang terkait dengan syirkah muwafadhah yaitu :a. Modal pokok harus samab. Orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalahc. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macamjual beli atau perdagangan.Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhidalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:1. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikatkepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing merekamerupakan wakil yang lainnya.3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya (Idris Ahmaddalam Ghazaly, 2010:130).Adapun bentuk-bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:1. Syirkah al-milk adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatubenda tanpa ada akad syirkah.2. Syirkah al-uqud adalah ibarat akad yang terjadi antara dua orang ataulebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. Syirkah uqudterbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah syirkah inan,

syirkah al-muwafadhah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, dan
syirkah mudharabah (Haroen, 2007:167).
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Salah satu pembagian dari syirkah uqud adalah syirkah inan yaitupihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkandan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam syirkah ini tidakditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, tidak pula padakeuntungan. Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkanmelebihi harta rekannya, dan salah satu dari keduanya boleh menjadipenanggung jawab, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan bagianyang sama dari keuntungan, sebagaimana dibolehkan merekamendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antarakeduanya. Jika mereka mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggungmereka berdua sesuai dengan besaran modal masing-masing (Sabiq,2009:406).Di dalam sebuah kerja sama pihak yang berserikat tidak bolehsaling berkhianat satu sama lainnya. Tetapi lain halnya yang terjadi diNagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.Kerja sama ini terjadi antara pemilik kapal dengan Pawang Kapal. Pemilikkapal dan pawang kapal sepakat tentang pembagian keuntungan sesuaidengan modal yang diberikan dalam kerja sama tersebut.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilikkapal, Aldi (pemilik kapal) mempunyai 3 buah bagan (kapal). Dalam satubuah bagan (kapal) mereka berserikat dalam membelinya sebanyak 2orang. Aldi memberikan uang sebanyak 800.000.000,- dan Wendri(pawang kapal) sebanyak 200.000.000,-. Di awal akad kedua belah pihakbersepakat akan mengoperasikan kapal tersebut untuk mencari ikan.Setelah mendapat keuntungan mereka bersepakat akan membagikeuntungan sebanyak 75% untuk Aldi dan 25% untuk Wendri. Pawangkapal adalah orang yang mempunyai modal yang sedikit dalam kerjasama tersebut yaitu Wendri (Aldi, wawancara 2017).
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Pemilik kapal yang lain yaitu Yudi Gusnanda yang berserikatdengan Novi (pawang kapal) dalam membeli kapal. Yudi Gusnandamemberikan uang sebanyak 600.000.000,- dan Novi (pawang kapal)sebanyak 400.000.000,-. Novi sebagai pembawa kapal (Yudi Gusnanda,2017). Begitu juga perserikatan yang dilakukan antara M. Mursil (pemilikkapal) dengan Diyanto. Dalam perserikatan terebut M. Mursilmengeluarkan uang sebesar 900.000.000,- dan Diyanto 100.000.000,-.Diyanto sebagai pembawa kapal untuk mencari ikan (Diyanto, wawancara2017). Sebelum berangkat menangkap ikan ke laut, pawang kapal besertaanggota kapal yang terdiri dari 17-20 orang yaitu 1 orang pawang(nahkoda), 1 orang apik pawang (wakil pembawa kapal), 1 orang tukangmesin, 1 orang tukang masak dan selebihnya sebagai anggota kapal.Mereka berangkat mencari ikan di laut dalam jangka waktu 4 hari. Jikamereka mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak maka merekapulang satu kali dalam 2 hari. Tetapi jika mereka mendapatkan ikansedikit maka mereka pulang satu kali dalam 4 hari. Banyak atau tidak nyahasil tangkapan, pawang kapal (pembawa kapal) akan mendapatkan upahsebesar 500.000,- dan anggota kapal sebesar 100.000,- per orang (Aldi,wawancara 2017).Berdasarkan hasil wawancara dengan Wendri (pawang kapal). Iasebagai pawang kapal dan ia telah membawa kapal tersebut selama 10Tahun. Dalam kerja sama ini Wendri memberikan dana sebesar200.000.000,- untuk membeli kapal. Setiap pulang dari melaut iamendapat upah sebanyak 500.000,-(Wendri, wawancara 2017)Namun dalam pelaksanaannya, pembawa kapal sering menjualikan sebelum sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ia menjual ikantersebut tidak menentu jumlahnya, terkadang sebanyak setengahkeranjang atau 1 (satu) keranjang dengan hasil penjualan sebesar500.000,-, 700.000,- bahkan mencapai 1.500.000,-.



7

Anggota kapal mengetahui ketidakjujuran yang dilakukan olehpembawa kapal tersebut. Akan tetapi mereka tidak berani untukmemberitahu hal tersebut kepada pemilik kapal (Aldi) karena anggotakapal takut dikeluarkan dari pekerjaannya apabila mereka memberi tahuperbuatan yang dilakukan oleh pawang kapal (Anggota Kapal, wawancara2007). Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah dalamkerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan pembawa kapalterjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh pembawa kapal yaitu menjualikan tanpa sepengetahuan pemilik kapal di mana hasil dari penjualan ikantersebut hanya untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal ini merugikanpemilik kapal karena mengurangi pendapatan dari hasil penangkapanikan. Berdasarkan pelaksanaan kerja sama di atas, permasalahan inimenarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai “Perilaku Hukum

Pawang Kapal (Nahkoda) dalam Pelaksanaan Kerja Sama

Menangkap Ikan (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan

Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”.

2. Rumusan dan Batasan Masalah2.1 Rumusan MasalahAgar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yangdiharapkan maka penting untuk merumuskan masalah penelitianyaitu bagaimanakah Perilaku Hukum Pawang Kapal (Pembawa Kapal)Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan di Nagari Air BangisKecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ?



8

3.1 Batasan MasalahSupaya lebih terarahnya penelitian ini sesuai yang diinginkanmaka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya membahasbagaimana Perilaku Hukum Pawang Kapal (Nahkoda) DalamPelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan di Nagari Air BangisKecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pertanyaan Penelitian3.1 Bagaimana perilaku hukum pawang kapal (Nahkoda) dalampelaksanaan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air BangisKecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?3.2 Apa faktor-faktor yang menyebabkan pawang kapal melakukanpenjualan ikan sebelum sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI)dalam pelaksanaan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air BangisKecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ?3.3 Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukumpawang kapal yang menjual ikan sebelum sampai ke TempatPelelangan Ikan (TPI) dalam pelaksanaan kerja sama menangkap ikandi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten PasamanBarat?
4. Signifikansi PenelitianPermasalahan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air BangisKabupaten Pasaman Barat penting diteliti karena merupakan salah satupermasalahan dalam bidang muamalah sehingga pawang kapal sadarakan perbuatan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ketetapandalam syariat Islam. Hal ini berarti akan menambah wawasan penulis danpembaca tentang perilaku hukum pawang kapal dalam kerja samamenangkap ikan  karena dalam sebuah kerja sama tidak boleh salingberkhianat dan menjadi pedoman bagi masyarakat luas khususnyakepada masyarakat di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas
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Kabupaten Pasaman Barat bahwa kerja sama seperti ini termasuk halyang dilarang dalam agama Islam.
5. Studi LiteraturSejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yangmembahas tentang kerja sama  ini dalam bentuk karya ilmiah, yaitu:5.1 Skripsi yang ditulis oleh Winda Murnita (Nim: 310.270) dengan judulskripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Dalam Jual BeliMarandai di Pasar Alahan Panjang Kecamatan Lembah GumantiKabupaten Solok”. Permasalahannya adalah ketika para pihak dalamkerja sama mengumpulkan modal dalam jumlah yang tidak samauntuk membeli suatu barang. Namun, Keuntungan yang mereka dapatdibagi rata tanpa memandang modal siapa yang lebih banyakdigunakan untuk modal pembelian barang tersebut. Begitu juga kalauterjadi kerugian para pihak dalam kerja sama tersebut yangmempunyai modal sedikit akan merasa kesulitan untuk menebuskerugian yang lebih besar dari yang modal dimilikinya.5.2 Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Delina (Nim: 310.26) dengan judulPelaksanaan Akad Nelayan dan Pemilik Kapal di Daerah Ulak KarangKelurahan Ulak Karang Selatan. Adapun yang dibahas dalam skripsiini adalah apa akad yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayandan apakah sesuai akad yang dilakukan pada awalnya dengan yangterjadi di antara pemilik kapal dan nelayan. Skripsi ini tidak adamenjelaskan tentang perilaku hukum pembawa kapal.Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahasPerilaku Hukum Pembawa Kapal Dalam Pelaksanaan Kerja SamaMenangkap Ikan ini. Penelitian ini meninjau Bagaimana Perilaku HukumPembawa Kapal Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan. Hal inisudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
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Permasalahan yang akan penulis teliti berdasarkan latar belakangyang telah dipaparkan adalah “Perilaku Hukum Pembawa Kapal Dalam

Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan (Studi Kasus di Nagari Air

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”

6. Kerangka Teori6.1 Pengertian Syirkah

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalamberusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syarat-syarat kerja sama yang mesti dipenuhi adalah pertama, yang menjadiobjek akad syirkah harus bisa diwakilkan, kedua, pembagiankeuntungan harus jelas, ketiga, keuntungan harus merupakan bagianyang dimiliki bersama secara keseluruhan (Muslich,2010:353).Adapun syarat syirkah menurut ulama Hanafiyah terbagimenjadi tiga bagian:1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta,maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat : pertama,berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yangdapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengankeuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh keduabelah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.2. Syarat yang terkait dengan harta (mall). Dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi , yaitu pertama, modal yang dijadikanobjek akad syirkah dari alat pembayaran yang sah. Kedua adanyapokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnyasama atau berbeda.3. Syarat yang terkait dengan syirkah muwafaddah yaitu a. modalpokok harus sama,  b. orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, c.objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jualbeli atau perdagangan.
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Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang arus dipenuhidalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:1. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yangberserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masingmereka merupakan wakil yang lainnya.3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya (Idris Ahmaddalam Ghazaly, 2010:130).Adapun bentuk-bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:1. Syirkah al-milk adalah ibarat dua orang atau lebih memilikI suatubenda tanpa ada akad syirkah.2. Syirkah al-uqud adalah ibarat akad yang terjadi antara dua orangatau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. Syirkah

uqud terbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah syirkah

inan, syirkah al-muwafadhah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh,dan syirkah mudharabah (Haroen, 2007:167).
6.2 Pengertian Kesadaran HukumKesadaran adalah tindakan dan perasaan yang tumbuh darihati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu ataumasyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalamhukum (Beni,2006:197). Menurut Soejono Soekanto, kesadaranhukum adalah suatu percobaan metode yuridis empiris untukmengatur kepatuhan hukum dalam mentaati aturan. Oleh karena itu,apabila masyarakat telah memiliki kesadaran sangat erat karenakesadaran hukumlah yang menyebabkan hukum itu terbentuk(Soekanto, 1981:229).
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Sedangkan kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumoberarti “kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atauperbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatterutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran hukum kitamasing-masing terhadap orang lain (Mertokusumo, 1981:3).Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukumadalah yang pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuanseseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur olehhukum. Yang kedua, pemahaman hukum apabila pengetahuan hukumsaja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masihdiperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku (Ali, 2005:66-67).Yang ketiga sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerimahukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatuyang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Yangkeempat pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalamkesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturanberlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampaiseberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat daripola perilaku hukum suatu masyarakat.Jadi, kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dikatakanrendah apabila ia hanya mengetahui hukumnya saja tanpa berprilakusesuai dengan hukum dan sebaliknya apabila ia mengetahui hukumnyadan berprilaku sesuai dengan hukum tersebut maka kesadaranhukumnya tinggi.6.3 Pengertian perilaku hukumPerilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaranhukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlakuatau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauhkesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukumsuatu masyarakat. Perilaku hukum adalah ketika seseorang
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berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap perilaku sesuaidengan hukum merupakan salah satu ciri akan adanya kepatuhanhukum yang tinggi. Agar terwujudnya perilaku yang sesuai denganhukum, menurut Friedmen, motif atau gagasan. Friedmen membagimotif atau gagasan itu dalam empat kategori yaitu kepentingansendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosialdan kepatuhan (Friedmen dalam Amiruddin dan Asikin, 2010:139).Adapun usaha-usaha meningkatkan perilaku hukum dapat dilakukandengan tiga tindakan pertama yaitu Tindakan Represif adalahtindakan ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukumdalam dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dankonsekuen, kedua, Tindakan Preventif merupakan usaha untukmencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum ataumerosotnya kesadaran hukum, ketiga, Tindaan Persuasif yaitumendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya denganhukum.
7. Metode Penelitian7.1 Jenis PenelitianDalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang digunakanadalah jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakanusaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekatipara responden baik dengan melakukan wawancara maupunobservasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari danmempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untukdijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.
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7.2 Informan Penelitian (Narasumber)Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung denganmasalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalahpembawa kapal yang melakukan kerja sama dalam menangkap ikanyang berjumlah 12 orang. Penulis hanya mengambil data yangdiperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pemilik kapal,tokoh agama dan 7 pawang kapal .Teknik pemilhan informan dalam penelitian ini menggunakan
purposive sampling yaitu mengambil orang-orang yang mampumemberikan keterangan yang relevan dari permasalahan yang diteliti.7.3 Teknik Pengumpulan DataUntuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakanteknik pengumpulan data sebagai berikut:7.3.1 ObservasiPengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadapgejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknikpengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian,direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrolkeandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya) (Usman,2009, 52). Observasi ini dilakukan langsung di Nagari Air BangisKecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Datayang diharapkan adalah gambaran tentang proses pelaksanaankerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan pembawakapal.
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7.3.2 Wawancara,Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulandata dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atauhubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara)dengan sumber data ( responden) (Rianto,2004:72).Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yangmelakukan kerja sama ini. Wawancara ini dilakukan tidakterstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukanadalah wawancara bebas dan menanyakan apa saja yangdianggap perlu sehingga responden spontan dapatmengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.7.4 Analisis DataDalam melakukan analisis data, yang diperoleh dari hasilwawancara, kemudian diolah dengan melakukan analisis dan menarikkesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan metodedeskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakanhitungan melainkan hanya berupa penalaran, analisis dan tanggapanterhadap fakta yang terjadi dengan menggambarkan kejadian yangsebenarnya.


